PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/6/PBI/2008
TENTANG

SISTEM BANK INDONESIAREAL TIME GROSS SETTLEMENT

Menimbang:

Mengingat:

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a.bahwa untuk memperjelas fungsi Bank Indonesia dalam

penyelenggaraan Sistem Bank Indond=al Time Gross
Sttlement (Sistem BI-RTGS) perlu ditegaskan mengenai
pemisahan fungsi Bank Indonesia sebagai pengator da

pengawasdyverseer), penyelenggara, dan peserta;

. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS perlu

ditegaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip ddlaen
Core Principles for Systemically Important Payment System

(CP-SIPS) yang diterbitkan oleBank for International

Settlement (BIS);

. bahwa selama ini ketentuan yang mengatur Sistem

BI-RTGS belum secara tegas memisahkan fungsi Bank
Indonesia serta belum secara tegas mengadopsiipprins
prinsip dalam CP-SIPS;

. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pertuk
menetapkan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dalam

Peraturan Bank Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor-...
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Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubahateng
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubahaseng
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SI&EM

BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksarhdn:

1.

Sistem Bank Indonesi&eal Time Gross Settlement, yang selanjutnya
disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem tranisfiea elektronik antar
Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiatlafakan secara

seketika per transaksi secara individual.

2. Penyelenqgara.
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2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnyabdisBenyelenggara,
adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting d&istem Pembayaran
(DASP).

3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya diselsgrie adalah bank dan
pihak selain bank yang telah memenuhi persyarasag ylitetapkan oleh
Penyelenggara, serta Bank Indonesia.

4. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam matg tRupiah yang
ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakamkusgnyelesaian akhir
transaksi.

5. Penyelesaian Akhirséttlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian
Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkre&@&kening Giro Peserta

di Bank Indonesia.

BAB Il
LANDASAN HUKUM
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkaa padar hukum
yang kuat.

(2) Penyelenggara harus mengupayakan secara maksianglegyelenggaraan
Sistem BI-RTGS memiliki dasar hukum yang kuat sebagna dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penyelenggara berwenang untuk mengatur hubungarunhukntara
Penyelenggara dan Peserta dengan memperhatikasipgsimsip yang
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(4) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayait{@ndkan dalam
bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Penyeleaggin perjanjian

antara Penyelenggara dan Peserta.
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BAB Il
KETENTUAN DAN PROSEDUR

Pasal 3
Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan progadgrmemberikan
kejelasan kepada Peserta mengenai risiko finagaiad dihadapi Peserta
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam SistéRT8IS.
Ketentuan dan prosedur yang disusun oleh Penyaeagsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan dan phaspenyelenggaraan
Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal, kondisi garaygu dan/atau
keadaan darurat.
Penyelenggara harus mempublikasikan ketentuan dawsegur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peaarmah@k lainnya.

BAB IV
PENGELOLAAN RISIKO SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 4
Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapyateprosedur yang
jelas dalam melakukan pengelolaan risiko sistemijagnaran.
Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hamjelaskan tanggung
jawab Penyelenggara dan Peserta untuk mengelol&o risistem
pembayaran dan harus mendorong Penyelenggara ds@rtdPeuntuk

mengelola risiko tersebut.

Pasal 5

Dalam rangka meminimalkan risiko sistem pembayaran:

a.

Bank Indonesia dapat menetapkan jenis transakg farnus diselesaikan
melalui Sistem BI-RTGS.

b. Bank...
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(2)

(1)
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Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditasrainari sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengersilitka Likuiditas

Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syéria

BAB V
DANA YANG DIGUNAKAN DALAM
PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT ASSETYS)
Pasal 6
Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui SisterRBGS dilakukan
dengan menggunakan dana yang terdapat pada Rek@mmd’eserta di
Bank Indonesia.
Penyelesaian Akhir transaksi sebagaimana dimaksada payat (1)
dilakukan apabila dana yang terdapat pada RekeairgPeserta di Bank

Indonesia memiliki saldo yang cukup.

BAB VI
KEPASTIAN PENYELESAIAN AKHIR
(FINALITY OF SETTLEMENT)
Pasal 7

Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-R@igt memastikan

hal-hal sebagai berikut:

a. seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang tetilakukan
Penyelesaian Akhirnya bersifat final dan tidak dapbatalkan secara
sepihak oleh Peserta pengirifmél and irrevocable);

b. Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS dilakuksecara
seketika (eal time); dan

c. Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada jamaspmeral yang

telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

(2) Penetapan.
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Penetapan jam operasional oleh Penyelenggara sefaegadimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ mencakup pula kondisi yang memimgin perubahan

dan/atau perpanjangan jam operasional.

BAB VII
KEAMANAN DAN KEHANDALAN SISTEM BI-RTGS
Pasal 8
Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkatnanan yang
tinggi dan dapat berfungsivailable) sepanjang jam operasional yang
ditetapkan serta memiliki prosedur penanganan komg@ingguan dan/atau
keadaan darurat.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem TER
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggars: h
a. menyediakan sistem cadangan;
b. menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsunggelpeggaraan
Sistem BI-RTGS Business Continuity Plan/BCP); dan
c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangkanjamin

keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS.

BAB VI
EFISIENSI PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS
Pasal 9
Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Peasergenai tujuan,
manfaat, dan hal-hal lain yang terkait dengan plemggaraan Sistem
BI-RTGS.
Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus efisien daktipruntuk Peserta

dan perekonomian secara umum.
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BAB IX
KEPESERTAAN
Pasal 10

(1) Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kefz@sebersifat obyektif
dan transparan.

(2) Untuk memastikan bahwa calon Peserta dan Pesenemudi persyaratan
dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggaenyelenggara
berwenang untuk:

a. mewajibkan calon Peserta untuk menyampaikan dokuryeemg
ditetapkan Penyelenggara;

b. mewajibkan Peserta untuk menyampaikan laporan lzerkian
insidentil; dan

c. melakukan pemeriksaan langsuig gite inspection).

BAB X
TATA KELOLA YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE)
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS
Pasal 11
Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyeleaghgarus menerapkan

tata kelola secara efektif, akuntabel dan transpara

BAB XI
PENGAWASAN SISTEM BI-RTGSQVERS GHT)
Pasal 12
(1) Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaosersefr)
mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS untuk stéma bahwa

Sistem BI-RTGS diselenggarakan dengan aman daarefis

(2) Dalam...
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(2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS gagbana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat manf@nyelenggara
untuk menyusun laporan berkala dan laporan ingident

(3) Bank Indonesia dapat meminta Peserta untuk menykampanformasi

terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

BAB XiIlI
SANKSI
Pasal 13
(1) Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggdapat
mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.
(2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Plemggara kepada
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalspakteguran tertulis,

kewajiban membayar, dan/atau perubahan status dwtpas.

BAB XIliI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesidiatur lebih lanjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlakaka Peraturan Bank
Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2@@4ihal Sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004 tanggdani 2004 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...
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Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejakgal 31 Maret 2008.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR32
DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 6 /PBI/2008
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIAREAL TIME GROSS SETTLEMENT

UuMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199@nggnBank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndadgAdnNomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Repubdlbnesia Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indamegimpunyai tugas untuk
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayalam dangka mendukung
terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cegagn dan handal. Adanya
sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dadahaimaksudkan untuk
mendukung stabilitas sistem keuangan. Upaya unt@wujudkan sistem
pembayaran yang dapat mendukung stabilitas siserangan dilakukan secara
berkesinambungan melalui penurunan berbagai risigiem pembayaran
nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bank Indgondslah
mengimplementasikan Sistem Bank IndoneB®al Time Gross Settlement
(Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfea ddektronik antar Peserta
khususnya bank dalam mata uang Rupiah yang peajabedransaksinya
dilakukan secara seketika per transaksi secardgigudil. Manfaat diterapkannya
Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem lpgyaran nasional dengan
meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir, juga yewiakan tambahan
pilihan sarana transfer yang praktis, cepat, efissanan dan handal. Selain itu

juga menyediakan informasi saldo Rekening Giro Rassecaraeal time dan

menyeluruh...
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menyeluruh sehingga, khususnya bagi bank, dapatbam@ion meningkatkan

disiplin dan profesionalismenya dalam mengelolaiitikas. Bank yang dapat

menggunakan Sistem BI-RTGS adalah bank umum sebagai dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangaRkdm sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tah@8.19

Dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku selygtanpada prinsipnya

Bank Indonesia telah mengatur berbagai upaya yampduokung Penyelenggara

dan Peserta untuk selalu memperhatikan prinsip tkbhtan, kepastian

pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, mushgan kepada nasabah
dan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan SigB#RTGS. Namun
demikian untuk lebih menegaskan berbagai fungsikB&monesia dalam
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yakni sebagai pengd&an pengawas

(overseer), Penyelenggara dan Peserta serta lebih meniragk&pastian hukum

terhadap pelaksanaan Sistem BI-RTGS, Bank Indorsshagai pengatur dan

pengawasdverseer) memandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan enang

Sistem BI-RTGS dalam Peraturan Bank Indonesia yaegupakan pedoman

bagi Penyelenggara.

Penyesuaian dalam ketentuan ini antara lain berkaiéngan:

1. Penegasan fungsi Bank Indonesia sebagai pembugke) pengatur dan
pengawas, serta Penyelenggara dalam penyelengdgéisdam BI-RTGS
Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pemielgiakan dilakukan
dalam bentuk penetapan kebijakan untuk mengimpleasian Sistem
BI-RTGS, menetapkan peran dan tanggung jawab Bad&nkesia dalam
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS baik sebagai Pemygdea maupun
Peserta.

Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pendgatupengawas sistem

pembayaran payment system overseer) dilaksanakan melalui pengaturan,

ertemuan..
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pertemuan yang bersifat konsultatif dengan Penygelema,monitoring dan
melakukarassessment terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
Pengaturan terhadap penyelenggaraan Sistem Bl-Rili@&ksudkan untuk
menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan buoatnaturan main
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang mengadopssiprefisiensi dan
keamanan yang mengacu padae Core Principles for Systemically
Important Payment System (CP-SIPS) yang diterbitkan oleBank for
International Settlement (BIS). Dalam melaksanakan fungsi pengaturan
tersebut, Bank Indonesia pada saat akan menyusumdayempurnakan
ketentuan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melakukaalisis yang
mendalam melalui penelitian atau pengkajian dan dms&osikan hal
tersebut dengan para pihak terkait termasuk Peserta

Pengawasan terhadap Penyelenggara dimaksudkan unarkastikan
pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan SisterRTE}S sebagai
systemically important payment system sebagaimana diatur dalam CP-SIPS
yang diterbitkan oleh BIS.

Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai Pengalenglilakukan oleh
unit kerja yang mengelola Sistem BI-RTGS. Dalangkanpenerapan aspek
akuntabilitas, Bank Indonesia sebagai Penyelenggaenyampaikan
laporan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secaraladtkpada unit kerja
pengawasan sistem pembayaran dan kepada publik. ajibew
penyampaian laporan kepada unit kerja pengawasdensipembayaran
diatur secara internal oleh Bank Indonesia. Adapenyampaian laporan
kepada publik yang juga merupakan pelaksanaan aspedparansi, antara
lain dilakukan melalui penerbitan Laporan Triwulafleahunan Bank
Indonesia.

Penjelasan mengenai risiko yang dihadapi dan pelagel risiko tersebut
dalam Sistem BI-RTGS

Pengelolaan..
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Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan baik dii dfenyelenggara maupun

di sisi Peserta dengan tujuan untuk menjamin kealamc penyelesaian

transaksi dalam Sistem BI-RTGS. Pengelolaan risédesebut dilakukan

melalui mekanisme dan penerapan ketentuan antara rfeengenai

Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS hanyakwukan apabila

saldo Peserta di Bank Indonesia mencukupi, mekaniistem Antrian dan

penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Hesl Likuiditas Intrahari

Syariah bagi Peserta.

Berkenaan dengan fungsi Bank Indonesia sebagartRepada prinsipnya
Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelasaya berlaku juga bagi
Bank Indonesia. Namun mengingat fungsi Bank Ind@nssbagai Peserta erat
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Bank Indotegsiaya, antara lain sebagai
Penyelenggara, penata usaha rekening pemerintahfusigsi lainnya sesuai
dengan kewenangan Bank Indonesia dalam peraturandgang-undangan yang
berlaku, maka dalam pelaksanaannya terdapat bebeguapedaan dengan
Peserta lain, misalnya mengenai pengenaan bung&aapensasi yang antara
lain dikarenakan adanya keterlambatan pelaksams#mksi transfer, pembuatan
perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Pemygéea, sanksi dan
pengiriman transfer debet.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Dasar hukum yang kuat mengatur antara lain mengenai
keabsahan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kepémtiam

pelaksanaan..
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pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kepas
Penyelesaian Akhirfipality of settlement) dan kepastian hukum
mengenai hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggaira
kewajiban Peserta. Pengaturan tersebut selainadidas pada
Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan yangluatikkan
oleh Penyelenggara juga ketentuan hukum yang hedegerti
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakaarda
hukum untuk pembuatan perjanjian antara Penyeleagdan
Peserta.

Ayat (2)
Dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan Sistem
BI-RTGS vyang memiliki dasar hukum yang kuat,
Penyelenggara antara lain melakukan identifikasidi atau
keadaan tertentu melalui permintaan opini hukum.

Ayat (3)
Prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bardotresia ini
antara lain adalah prinsip pengelolaan risiko, asgntinsip
kejelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukanh ole
Penyelenggara dan kewajiban Peserta.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Ketentuan dan prosedur memuat antara lain disatersi
(system design), alur transaksi(flow of transactions), jam

operasional dan prosedur manajemen risiko yang tdapa

menjelaskan..
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menjelaskan segala risiko finansial yang berpotamsbul
sehubungan dengan keikutsertaan dalam Sistem BISRTG
Yang dimaksud dengan “risiko finansial” adalah kasiyang
muncul dari transaksi keuangan yang berupa risikaditas
dan risiko kredit.
Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalahikas yang
dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidakatd
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, teidak
berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tatskérada
dalam kondisi insolvensi (keadaan tidak mampu mgeaaa
Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risik@ang
dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidakatd
memenuhi kewajibannya karena insolvensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Publikasi mengenai ketentuan dan prosedur yang titusun
oleh Penyelenggara dilakukan antara lain melaiosite Bank
Indonesia atau disampaikan dalam forum pertemudaran

Penyelenggara dan Peserta.

Pasal 4
Ayat (1)
Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Penygéeag
dapat dilakukan antara lain dengan penyediaan: litaasi
Likuiditas Intrahari, fasilitagnonitoring saldo secaraeal time,

gridlock detection dangridlock resolution.

Pengelolaan..
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Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Peseszatd
dilakukan antara lain dengan melakukan monitorimdrian
transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Penetapan jenis transaksi yang harus diselesaikalalun
Sistem BI-RTGS didasarkan atas pertimbangan untuk
meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran dalangka
menjaga stabilitas sistem keuangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia sebagabsunana
Penyelesaian Akhir transaksi melalui Sistem BI-RT@&tur
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenanbab
rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihakeek.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula
Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh Pésetari Bank
Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesiay ya
mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intraham diasilitas

Likuiditas Intrahari Syariah.

Pasal...
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Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem
BI-RTGS pada prinsipnya berupa transfer kreditfuyai
transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim kuntu
mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank
Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta
penerima di Bank Indonesia. Khusus untuk Bank
Indonesia sebagai Peserta, selain berupa transeit k
dapat pula berupa transfer debet, yaitu transaksgy
dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet
Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia da
mengkredit rekening lainnya di Bank Indonesia.
Transfer debet tersebut hanya dapat dilakukan oleh
Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban
Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada perherinta
Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi rselai
untuk kepentingan nasabah Peserta yang diinput oleh
Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibatalkan secara
sepihak oleh Peserta pengirim” adalah Peserta pengi
tidak dapat mendebet rekening Peserta penerima Yan
dapat dilakukan oleh Peserta pengirim adalah
melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme lainnya

yang ditetapkan oleh Penyelenggara.




Huruf b
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara seketika”
adalah pelaksanaan pendebetan rekening Peserta
pengirim dan pengkreditan rekeniRgserta penerima
dilakukan segera setelah diterimanya perintah fieans
dan dilakukannya proses validasi oleh sistem di
Penyelenggara.

Huruf c
Penyelenggara harus menetapkan jam operasional
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang
memungkinkan perubahan jam operasional, dan
prosedur perubahan jam operasional, serta menjamin
ketepatan pelaksanaan jam operasional.
Penyelenggara harus menginformasikan secara jelas
mengenai jam operasional penyelenggaraan Sistem
BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam
operasional, dan prosedur perubahan jam operasional

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Tingkat keamanan yang tinggi terkait dengan stakdamanan
yang terpercaya  dan layak  diterapkan dengan
mempertimbangkan aspek manfaat dan biag@nrfercially
reasonable) yang meliputi prinsip:

a. kerahasiaan informastdnfidentiality);

b. keutuhan..
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b. keutuhan informasi yang tidak mengalami perubahan a
modifikasi oleh pihak yang tidak berhaktégrity);

c. metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas
pihak yang mengakses atdiardware yang digunakan
dalam Sistem BI-RTG &authentication);

d. Pihak yang mengakses informasi tidak dapat menydngk
aktivitas akses yang dilakukannfren-repudiability); dan

e. dapat diauditgquditability).

Yang dimaksud dengan “dapat berfungava{lable)” adalah

sistem dapat beroperasi dengan baik sepanjanggamasional.

Ayat (2)

Business Continuity Plan (BCP) antara lain memuat alternatif

penyelesaian transaksi melalui sistem lain apabitdem BI-

RTGS tidak dapat beroperasi baik di Penyelenggaaapom

Peserta.

Pasal 9

Ayat (1)
Termasuk dalam hal-hal lain misalnya dasar penatdpaya
transaksi yang ditanggung oleh Peserta, biaya ks
likuiditas untuk melakukan Penyelesaian Akhir dain-ain.

Ayat (2)
Prinsip efisien dan praktis pada ayat ini dievalymsla tahap
pengembangan dan selama penyelenggaraan Sistemi@3R
Apabila tingkat efisiensi dan kepraktisan penyetgmgan
Sistem BI-RTGS tidak dapat dicapai secara optinmahka
kondisi tidak optimal tersebut hanya dapat dibemarlatas

dasar pertimbangan manfaat, termasuk manfaat untuk

erekonomian..
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perekonomian secara umum, antara lain penyelernggara
Sistem BI-RTGS ditujukan untuk meminimalkan risigistem

pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan obyektif adalah keikutsertdan
penghentian Peserta dalam Sistem BI-RTGS didasgrkda
syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan insidentil” antara kadalah
laporan mengenai dilakukannya diskresi oleh Penggara
dan laporan lain yang diperlukan oleh Bank Indemegbagai
pengawas sistem pembayaran.

Ayat (3)
Permintaan informasi terkait penyelenggaraan SiBeRTGS
dilakukan antara lain dalam rangka pelaksanaamese8ank

Indonesia terhadap pemahaman Peserta mengenaiPS.

Pasal...
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Pasal 13

Ayat (1)
Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administdatuat
dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Resert

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perubahan status kepesertadara
lain adalah perubahan status kepesertaan akti/€) menjadi
ditangguhkanduspend).

Pasal 14

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Surat EdaramkBlIndonesia

meliputi antara lain:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasaensiBt-RTGS
yang merupakan tindak lanjut kewenangan Bank Insiargebagai
regulator dan pengawas;

2. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem BI-RY&%)
merupakan tindak lanjut kewenangan Bank Indonesbagai
Penyelenggara; dan

3. Perlindungan kepada nasabah Peserta.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
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